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ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR SOSIAL EKONOMI
TERHADAP KASUS KEJADIAN KRIMINALITAS PROPERTI
DI PULAU JAWA DAN SUMATERA TAHUN 2015-2024

Oleh

WINA RISTI HAFIPAH

Perubahan struktur sosial ekonomi Indonesia serta kemajuan teknologi menuntut
individu untuk beradaptasi dengan cepat. Seiring proses perkembangan, terdapat
persaingan antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang
kompleks. Namun, banyak individu memilih cara tidak legal untuk mencapainya
yang tercermin dari masih tingginya kasus kriminalitas properti di Indonesia,
khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Studi ini meneliti pengaruh ketimpangan
pendapatan, pengangguran, kepadatan penduduk, migrasi masuk antarprovinsi
terhadap kriminalitas properti serta apakah migrasi masuk memoderasi pengaruh
pengangguran terhadap kasus kejadian kriminalitas properti di dua wilayah berbeda
yaitu Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2015-2024. Perbedaan kondisi sosial ekonomi
dua wilayah tersebut dapat mengindikasikan adanya perbedaan hasil. Dengan
pendekatan Fixed Effect Model (FEM), hasil penelitian menunjukkan ketimpangan
pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas properti di Pulau
Jawa maupun Sumatera. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif
signifikan terhadap kriminalitas properti di kedua wilayah. Kepadatan penduduk
tidak berpengaruh signifikan di Pulau Jawa, namun berpengaruh positif signifikan
di Pulau Sumatera. Selanjutnya, migrasi masuk antarprovinsi tidak berpengaruh
signifikan di kedua wilayah. Adapun pengaruh positif pengangguran terhadap
kriminalitas properti cenderung melemah ketika migrasi masuk lebih tinggi.
Temuan ini menunjukkan perbedaan karakteristik sosial ekonomi wilayah
memengaruhi pola kriminalitas properti di Indonesia.

Kata Kunci: Kriminalitas Properti, Sosial Ekonomi, Analisis Komparatif



ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC
STRUCTURE ON PROPERTY CRIME CASES IN
JAVA AND SUMATERA ISLANDS, 2015-2024

By

WINA RISTI HAFIPAH

Indonesia's socio-economic transformation and technological advancement require
individuals to adapt rapidly. Along with these developments, increasing competition
among communities to fulfill complex needs and lifestyles has emerged. However,
some individuals choose illegal means to achieve these goals, as reflected in the
persistently high incidence of property crime in Indonesia, particularly on Java and
Sumatra Islands. This study examines the effects of income inequality,
unemployment, population density, and interprovincial in-migration on property
crime, as well as whether in-migration moderates the effect of unemployment on
property crime in two different regions, namely Java and Sumatra, during the
period 2015-2024. Differences in the socio-economic conditions of these regions
may indicate variations in the determinants of crime. Using the Fixed Effect Model
(FEM), the results reveal that income inequality has no significant effect on
property crime in either Java or Sumatra. The open unemployment rate has a
positive and significant effect on property crime in both regions. Population density
has no significant effect in Java but exerts a positive and significant effect in
Sumatra. Furthermore, interprovincial in-migration has no significant effect on
property crime in either region. The findings also indicate that the positive effect of
unemployment on property crime tends to weaken as the level of in-migration
increases. These results suggest that regional socio-economic characteristics play
an important role in shaping property crime patterns in Indonesia.

Key Words: Property Crime, Socio-economic, Comparative Analysis
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, struktur sosial ekonomi Indonesia secara nasional
mengalami pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa.
Transformasi ini memengaruhi peningkatan produktivitas di sektor tertentu. Faktor-
faktor utama yang mendorong perubahan struktur ekonomi Indonesia meliputi
kemajuan teknologi, akumulasi modal, pertumbuhan populasi, serta kebijakan
pemerintah (Hasna Tazkiya dkk., 2025). Perkembangan industrialisasi yang diiringi
dengan kemajuan teknologi informasi menuntut individu untuk mampu beradaptasi
dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya (Anggrayni, 2022). Seiring
dengan proses perkembangan, terdapat persaingan yang sangat ketat di antara
masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta dalam mengejar
materialistik dan hedonistik. Kondisi ini semakin diperparah oleh kompleksitas
kehidupan modern yang menuntut masyarakat untuk terus beradaptasi dengan cepat
(Susanti dkk., 2025). Dampaknya, banyak individu yang mengejar cara tidak legal
dengan dalih memenuhi kebutuhan serta gaya hidup mereka dengan cara

melakukan tindak kriminal (Anggrayni, 2022).

Kriminalitas merupakan tindakan melanggar hukum, norma dan nilai yang berlaku
di masyarakat. Kriminalitas dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi suatu
wilayah karena menyebabkan pengalihan sumber daya dari kegiatan produktif yang
dapat menciptakan nilai tambah ke kegiatan yang tidak produktif yaitu
penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan
investor terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kriminalitas menjadi salah
satu indikator penting dalam menilai daya saing dan kesejahteraan ekonomi

nasional (Kurniasih dkk., 2024).



Global Organized Crime Index, sebuah jaringan ahli independen yang berfokus
pada penanganan kejahatan yang dirilis oleh Global Initative Against Transnational
Organized Crime (GI-TOC) dengan mencakup 193 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pada 2023-2025, Indonesia berada di posisi 24
dari 193 negara peringkat keparahan kriminalitas. Sedangkan, posisi di ASEAN,
Indonesia berada di peringkat ketiga. Berikut ini adalah peringkat kriminalitas

negara-negara di ASEAN menurut laporan Global Organized (2025).

Tabel 1. Peringkat Kriminalitas Negara-Negara di ASEAN

Nama Negara Skor (0-10) Peringkat Dunia
Myanmar 8,08 1
Kamboja 7,02 17
Indonesia 6,85 24
Vietnam 6,58 32

Filipina 6.57 33
Malaysia 6,53 35
Laos 6,37 39
Thailand 6,37 40
Timor Leste 3,98 155
Singapura 3,72 163
Brunei Darussalam 2,90 176

Sumber: Global Inititive, data diolah 2025.

Berdasarkan data tersebut, tercermin bahwa angka kriminalitas di Indonesia masih
dalam kategori yang tidak baik. Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki tugas
besar dalam menangani tindak kriminalitas demi menciptakan stabilitas,
meningkatkan kepercayaan publik serta turut mendukung keberlanjutan ekonomi.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kriminalitas di Indonesia dibagi dalam beberapa

klasifikasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Kriminalitas

Klasifikasi Kriminalitas Jenis Tindakan 2024
. 1. Pembunuhan 1.106
Kejahaﬁm Terhadap 2. Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Mati 563
yawa Jumlah 1.669
1. Penganiayaan 48.622
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga 11.524
3. Pengeroyokan 17.078
Kejahatan Terhadap Fisik 4. Pengancaman 4.655
5. Penculikan 162
6. Kejahatan Perdagangan Manusia 692
7. Pemerasan 1.309



Klasifikasi Kriminalitas Jenis Tindakan 2024
8. Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Luka 192
9. Penghinaan 1.086
Jumlah 85.320
1. Perkosaan 1.029
. 2. Pencabulan 2.004
Kej ai?:ils?l:;};adap 3. Kekerasan Seksual 1.861
4. Persetubuhan Terhadap Anak 4.525
Jumlah 9.419
1. Pencurian dengan Kekerasan 5.769
2. Pencurian Biasa 45.101
. 3. Pencurian dengan Pemberatan 51.969
Kejahatanh}ﬁirllzadap Hak 4. Pencurian Kendaraan Bermotor 18.886
5. Pengrusakan/Penghancuran Barang 4.974
6. Pembakaran dengan Sengaja 663
Jumlah 127.362
Kejahatan Terkait ; Iﬁf/{ark.otika dan Psikotropika 44.295
Narkotika dan Obat- . Menjual atau Mengedarkan Oba.lt 2 448
Obatan Keras/Bebas Terbatas Tanpa Izin
Jumlah 46.743
1. Penipuan/Perbuatan Curang 41.356
Kejahatan Terkait 2. Penggelapan 27.885
Penipuan, Penggelapan dan 3. Korupsi 512
Korupsi 4. Penadahan 288
Jumlah 70.041
Kejahatan terhadap 1. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum 1.433
Ketertiban Umum Jumlah 1.433
Kejahatan Terhadap ; g/lembahayakan Kegmanan Umum 332
Keamanan Publik dan . Penyalahgunaan Sa;am, Senpi dan Handak 4,202
Negara 3. Kecelakaan Lalu Lintas 152.856
Jumlah 157.390
1. Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan
446
Perusakan Hutan
3. Kejahatan Perkebunan 1.459
Kejahatan Terhadap 4. Kejahatan Perikanan 199
Lingkungan Hidup 5. Kejahatan Pertambangan Mineral dan 796
Batubara
6. Kejahatan Minyak dan Gas 1.249
Jumlah 4.149

Sumber: Statistik Kriminal 2024-2025.

Dari data di atas, terlihat bahwa kasus kriminalitas tertinggi terdapat pada jenis
kejahatan terhadap keamanan publik dan negara yang didominasi oleh tingginya
angka kecelakan lalu lintas di Indonesia. Kemudian jenis kejahatan dengan jumlah
kasus terbesar kedua adalah kejahatan terhadap hak milik atau kriminalitas properti.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), properti diartikan sebagai harta
berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari
kepemilikan berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga, kriminalitas properti

ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kriminalitas hak/milik



(Anggrayni, 2022; Shahid et al., 2024; Ahmad et al., 2024). Kriminalitas properti
terdiri dari kejahatan hak/milik baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan,
sebagaimana dalam pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
(2023) bahwa kekerasan dalam kriminalitas kepemilikan adalah cara untuk
mempermudah  supaya kepemilikan barang/properti tetap ditangannya.
Kriminalitas properti pada umumnya berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Tekanan ekonomi yang muncul akibat kebutuhan dan gaya hidup dan
terbatasnya sumber daya ilegal dapat mendorong individu untuk melakukan

kriminalitas properti (Anggrayni, 2022; Ozlem, 2022; Shahid et al., 2024).
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Sumber: Publikasi Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik, data diolah (2026).
Gambar 1. Rata-rata Kasus Kejadian Kriminalitas Properti per Pulau di Indonesia

Tahun 2015-2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata kasus kejadian
kriminalitas properti di Indonesia tidak merata antarwilayah. Pulau Jawa tercatat
sebagai wilayah dengan rata-rata kasus kriminalitas properti tertinggi selama
periode 2015-2024, yaitu sebesar 5.301 kasus, diikuti Pulau Sumatera sebesar
4.414 kasus, Papua sebesar 4.148 kasus, Sulawesi sebesar 2.767 kasus, Bali dan
Nusa Tenggara sebesar 1.679 kasus, Kalimantan sebesar 1.526 kasus, serta

Kepulauan Maluku sebesar 473 kasus. Tingginya rata-rata kasus kriminalitas



properti di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut
memiliki tingkat kerawanan kriminalitas yang relatif lebih tinggi. Oleh karena itu,
penting untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kasus
kriminalitas properti di dua pulau dengan kasus kejadian kriminalitas properti tinggi

tersebut.

Meskipun di awal disebutkan bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi
ekonomi ke sektor jasa dan industri, namun konsentrasi ekonomi nasional dan
industrialisasi masih terpusat di Pulau Jawa. Sehingga, menunjukkan bahwa proses
perubahan struktur ekonomi tidak berlangsung secara merata antarwilayah (Rinardi
dkk., 2023). Di Pulau Jawa, percepatan proses industrialisasi struktur ekonomi telah
bergeser ke arah dominasi sektor industri dan jasa yang lebih modern. Perubahan
ini mencerminkan tahapan transformasi ekonomi yang lebih maju, ditandai dengan
meningkatnya peran aktivitas manufaktur, perdagangan, dan jasa dalam
perekonomian regional (Siboro, 2023). Sementara itu, di Pulau Sumatera, struktur
ekonomi masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan
pertambangan, meskipun mulai terjadi pergeseran secara bertahap menuju sektor
sekunder dan tersier (Barika dkk., 2021). Perbedaan ini menunjukkan struktur
ekonomi di kedua wilayah berlangsung pada tahapan yang tidak sama, sehingga
membentuk karakteristik regional yang berbeda (Saputra & Rambe, 2025).
Perbedaan struktur ekonomi tersebut berimplikasi pada munculnya tekanan sosial-
ekonomi yang berbeda di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut dapat
memengaruhi munculnya perilaku ekonomi tertentu, termasuk kecenderungan yang
berbeda dalam melakukan tindakan menyimpang kriminalitas properti. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini, dilakukan analisis komparatif untuk mengetahui faktor
sosial ekonomi apa saja yang menjadi determinan kriminalitas properti di Pulau
Jawa dan Sumatera dan mengidentifikasi apakah ada perbedaan hasil untuk kedua

wilayah tersebut.

Ozlem (2022) menyoroti ketimpangan pendapatan sebagai faktor yang
memengaruhi kriminalitas properti di 25 negara anggota OECD. Kesenjangan

antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah dapat menimbulkan rasa iri dan



putus asa. Kalangan berpendapatan rendah melihat kemewahan di sekitarnya, tetapi
tidak memiliki kesempatan untuk mencapainya secara legal, sehingga menilai
bahwa melakukan kriminalitas properti adalah cara cepat dan menguntungkan
untuk mencapai kepuasan. Amilia & Ridwan (2024) serta Ikhsan & Amri (2023)
juga telah menemukan pengaruh positif ketimpangan pendapatan terhadap

kriminalitas di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui rasio gini karena mampu
menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat merata
atau timpang. Gini rasio dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yang menggambarkan
proporsi kumulatif pendapatan terhadap proporsi kumulatif penduduk. Nilainya
berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan
nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Corrado, 1912 dalam Todaro &
Smith, 2020). Berikut ini adalah gambaran ketimpangan pendapatan yang diukur

oleh rasio gini untuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2015-2024.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026).
Gambar 2. Rata-rata Rasio Gini per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun

2015-2024



Menurut Todaro & Smith (2020), wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan
yang tinggi umumnya memiliki rasio gini antara 0,50 hingga 0,70, kemudian
wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang rendah memiliki nilai rasio gini
berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Sedangkan, rasio gini 0,35 hingga 0,50 berada di
tingkat sedang.

Periode 2015-2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di provinsi-
provinsi Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau
Jawa dengan rata-rata gini rasio DKI Jakarta (0,41), Jawa Barat (0,41), Jawa Tengah
(0,36), DI Yogyakarta (0,43), Jawa Timur (0,38), Banten (0,37) masuk dalam
kategori tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Sedangkan, di Pulau Sumatera
ketimpangan pendapatan berada di tingkat rendah yaitu untuk provinsi Aceh (0,31),
Sumatera Utara (0,31), Sumatera Barat (0,30), Riau (0,33), Jambi (0,33), Sumatera
Selatan (0,34), Bengkulu (0,34) dan Lampung (0,33).

Fauzan dkk. (2023) menyatakan struktur ekonomi di Pulau Jawa sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi memiliki jumlah penduduk yang banyak. Hal ini, apabila
tidak diiringi dengan kesempatan kerja dapat menyebabkan sebagian besar
peningkatan pendapatan hanya dinikmati kelompok tertentu dan menciptakan
kesenjangan yang lebih lebar antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah.
Sedangkan, Hadi dkk. (2024) menyatakan di Sumatera pertumbuhan ekonomi
relatif lebih merata dan distribusi pendapatan tidak setimpang di Jawa karena
dominannya masih di sektor primer. Dari perbedaan tersebut, penting untuk melihat
bagaimana ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi kriminalitas di kedua

pulau dengan perbedaan ketimpangan pendapatan tersebut.

Selain ketimpangan pendapatan, faktor sosial ekonomi selanjutnya yang
memengaruhi kriminalitas properti adalah tingkat pengangguran. Menurut BPS
(2023), pengangguran adalah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja
namun tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha baru, atau tidak mencari
pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Urowoli &

Alero (2022) mengungkapkan bahwa pengangguran mengakibatkan meningkatnya



tekanan ekonomi, frustasi dan hilangnya peluang mencapai stabilitas nasional
sehingga mendorong individu untuk melakukan kriminalitas di Nigeria. Jika
peluang mendapatkan uang secara legal tertutup, dan manfaat yang didapat dari
mencuri dinilai lebih besar daripada risiko yang dihadapi, maka tindak kriminalitas
menjadi pilihan yang rasional. Didukung oleh penelitian di 25 negara anggota
OECD pada periode 2013-2018 oleh Ozlem (2022) yang juga menyatakan
pengangguran memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap tingkat
pencurian yang dihasilkan oleh struktur kapitalis. Berikut ini adalah grafik tingkat

pengangguran tebuka provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2026).
Gambar 3. Rata-rata Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi di

Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024

Selama periode 2015-2024, tingkat pengangguran terbuka di beberapa provinsi di
Pulau Jawa yaitu Banten (8,62%), Jawa Barat (8,48%) dan DKI Jakarta (7,30%)
cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sementara itu di Sumatera,
tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi terdapat di Kepulauan Riau
(7,82%). Meskipun daerah di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta dan Banten
merupakan pusat ekonomi nasional, hal ini juga menjadi tantangan untuk dapat

mengurangi pengangguran. Kondisi ini mengindikasikan wilayah dengan aktivitas



ekonomi yang tinggi justru menghadapi tantangan besar dalam menyerap tenaga
kerja (Domini & Sitorus, 2025). Sedangkan, tingginya tingkat pengangguran
terbuka di Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau disebabkan oleh ketidaksesuaian
antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar serta pertumbuhan
ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal (Maidiansyah,
2022;Rajid, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh pengangguran sebagai faktor ekonomi yang mendorong

tindak kriminalitas properti secara komparatif di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Selanjutnya, kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh penting terhadap kasus
kejadian kriminalitas properti yang dapat ditinjau dalam sudut pandang ekonomi.
Ahmad et al. (2024) mengungkapkan penelitiannya di dua wilayah Malaysia bahwa
ukuran populasi dapat meningkatkan kriminalitas properti, dimana penduduk yang
padat menciptakan peluang kriminalitas yang besar karena persaingan sumber daya
dan buruknya tata kelola ruang. Penelitian Shahid et al. (2024) dan Sitanggang
(2024) juga mengungkapkan bahwa persaingan sumber daya dan layanan dasar

akibat meningkatnya kepadatan penduduk dapat meningkatkan kriminalitas.

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Per Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera 2024

Provinsi Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM?)
Aceh 98
Sumatera Utara 215
Sumatera Barat 139
Riau 75
Jambi 76
Sumatera Selatan 102
Bengkulu 105
Lampung 281
KEP. Bangka Belitung 92
KEP. Riau 264
DKI Jakarta 16.165
Jawa Barat 1.359
Jawa Tengah 1.104
DI Yogyakarta 1.186
Jawa Timur 870
Banten 1.329

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024.



10

Dari data di atas, terlihat bahwa perbedaan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa
dan Sumatera sangat timpang. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan
memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi (Arif & Nurwati, 2022). Hal
ini dikarenakan banyak masyarakat yang memilih menetap di Pulau Jawa demi
mengharapkan kehidupan yang lebih layak. Namun, kepadatan penduduk yang
tinggi dengan tata kelola yang buruk dapat meningkatkan kriminalitas karena
adanya persaingan sumber daya (Sitanggang & Hutapia, 2024). Oleh karena itu,
penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap
kriminalitas properti dan apakah ada perbedaan yang signifikan pengaruh di Pulau
Jawa yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi dan di Pulau Sumatera

dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah jika dibandingkan Jawa.

Selain kepadatan penduduk, migrasi juga mulai mendapatkan sorotan penting
dalam penelitian terhadap kriminalitas properti. Migrasi memiliki arti perpindahan
penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap atau
sementara. Penelitian tentang migrasi menjadi hal yang menarik dilakukan karena
migrasi dapat merubah struktur penduduk suatu wilayah yang pada akhirnya
berdampak ke banyak aspek seperti pembangunan daerah, kesejahteraan serta

konflik sosial (Odabasi, 2021).

Dalam beberapa penelitian terdahulu, migrasi memiliki pengaruh yang beragam
terhadap kriminalitas properti. Mariani & Mercier (2021) menyatakan bahwa
keputusan bermigrasi didahului oleh pertimbangan rasional mengenai
kesejahteraan dan keuntungan ekonomi. Mereka yang bermigrasi umumnya adalah
individu yang termotivasi untuk bekerja secara legal dan mencari kesejahteraan.
Migrasi justru dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan insentif
kriminal. Selain itu, adanya pengawasan sosial yang baik juga akan membuat
imigran tidak memutuskan untuk melakukan tindakan ilegal ketika mereka berada

di wilayah yang baru.

Didukung penelitian Han & Piquero (2022) yang menyatakan konsentrasi imigran

yang lebih tinggi dapat menurunkan kriminalitas propoerti karena konsentrasi
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imigran dapat membawa efek revitalisasi bagi lingkungan, yaitu memunculkan
aktivitas ekonomi, jaringan antartetangga dan kontrol sosial informal yang
membuat warga lebih mampu menjaga ketertiban bersama. Komunitas imigran
sering membentuk ikatan keluarga, agama, dan budaya yang kuat sehingga dapat
memperkuat rasa saling percaya serta meningkatkan kemampuan warga untuk
saling mengawasi dan menanggapi masalah di lingkungan mereka. Akibatnya,
wilayah dengan konsentrasi imigran yang lebih tinggi cenderung memiliki
kejahatan properti yang lebih rendah, meskipun efek ini tetap bergantung pada

kondisi wilayah tujuan.

Namun penelitian lainnya milik (Odabasi, 2021) menyatakan bahwa para imigran
dapat menghadapi hambatan ekonomi, masalah adaptasi dan diskriminasi. Ketika
arus migrasi terjadi dalam skala besar dan tidak diimbangi dengan kapasitas
ekonomi dan layanan publik yang memadai dan melemahnya kohesi sosial, maka
dapat menyebabkan sebagian individu menghadapi tekanan sosial dan upah rendah
yang meningkatkan risiko kriminalitas properti. Oleh karena itu, kemampuan
struktural wilayah tujuan dalam mengelola integrasi ekonomi memiliki peran

penting dalam permasalahan migrasi.

Sehingga dalam hal ini, pengaruh migrasi terhadap kriminalitas properti dapat
berbeda yang dipengaruhi oleh berbagai aspek baik dari sisi imigran maupun dari
sisi wilayah tujuan. Namun, penelitian mengenai pengaruh variabel migrasi
terhadap kriminalitas properti masih sangat terbatas baik di Pulau Jawa dan
Sumatera maupun di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga, memasukkan
variabel migrasi dapat menjadi temuan menarik dalam penelitian mengenai

kriminalitas properti.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2025).
Gambar 4. Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Melakukan Pindah Masuk
Antarprovinsi (Migrasi Masuk Internal) di Pulau Jawa dan Sumatera

Tahun 2015-2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar provinsi-provinsi di Pulau
Jawa menarik arus migrasi masuk yang tinggi. Jawa Barat (242.110 penduduk
masuk), DKI Jakarta (142.228 penduduk masuk) Jawa Tengah (137.586 penduduk
masuk) dan Banten (115.677 penduduk masuk) merupakan provinsi dengan arus
migrasi masuk yang besar. Fenomena ini disebut juga dengan “Java-centric” yaitu
Pulau Jawa yang menjadi perhatian karena memiliki struktur ekonomi dan
pembangunan yang lebih unggul seperti upah minimum yang lebih tinggi, akses
infrastruktur yang lebih maju dan standar hidup yang lebih baik (Manik et al.,
2026). Sedangkan di Sumatera, migrasi masuk ke provinsi relatif lebih rendah, hal
ini karena perbedaan struktur sosial ekonomi dan tingkat konsentrasi pembangunan.
Wilayah di Pulau Sumatera masih memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada
sektor primer. Selain itu, pembangunan dan infrastruktur di Sumatera belum secepat
dan tidak selengkap di Jawa. Sehingga, dalam hal ini, Jawa memiliki kekuatan

faktor penarik (pull factors) yang lebih kuat dibanding Sumatera (Krisnandita &
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Sudibia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh
migrasi terhadap kriminalitas properti di dua wilayah dengan arus migrasi yang

berbeda serta apakah ada perbedaan hasil atau tidak untuk kedua wilayah tersebut.

Dari penjelasan mengenai pengaruh migrasi terhadap kriminalitas properti di atas,
peran pasar kerja memiliki keterkaitan dengan migrasi masuk. Oleh karena itu,
selain berpengaruh secara langsung terhadap kriminalitas properti, migrasi masuk
antarprovinsi juga diduga dapat memengaruhi hubungan antara Tingkat
Pengangguran dan kriminalitas properti. Arus migrasi masuk dapat menyebabkan
perubahan kondisi pasar kerja yang diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk
dan tenaga kerja di suatu wilayah. Pada satu sisi, migrasi dapat memberikan
dampak positif karena meningkatkan aktivitas ekonomi dan ketersediaan tenaga
kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Namun, pada sisi lain,
migrasi juga dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di wilayah tujuan

karena bertambahnya jumlah penduduk yang masuk (Mariani & Mercier, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap
kriminalitas properti dapat berbeda pada arus migrasi yang berbeda. Pergerakan
penduduk dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di
wilayah tujuan. Selain itu, migran dan penduduk lokal sering kali memiliki
karakteristik yang berbeda dalam menyikapi pengangguran yang terjadi. Sebagian
migran umumnya telah mempersiapkan risiko pengangguran ketika masuk ke
wilayah tujuan dengan harapan memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang
lebih baik kedepannya. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh
tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti dapat berubah ketika terjadi
arus migrasi masuk (Coccia ef al., 2024). Sehingga, migrasi tidak hanya berperan
sebagai faktor yang memengaruhi kriminalitas properti secara langsung, tetapi juga
dapat berperan sebagai moderasi dalam hubungan tingkat pengangguran dan
kriminalitas properti. Oleh karena itu, penelitian ini juga ingin menguji apakah
migrasi masuk dapat memoderasi pengaruh tingkat pengangguran terhadap

kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
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Dari uraian yang telah dijelaskan, Indonesia secara nasional tengah mengalami
perubahan struktural dari sektor primer ke sektor industri dan jasa. Perubahan ini
berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mendorong munculnya
kriminalitas properti, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera yang tercatat sebagai
dua wilayah dengan kasus kriminalitas properti tertinggi di Indonesia. Namun,
transformasi tersebut berlangsung dengan tahapan yang berbeda. Pulau Jawa
sebagai pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan nasional, memiliki tingkat
pembangunan yang lebih maju. Namun, hal tersebut juga menjadikan tekanan sosial
ekonomi juga lebih kompleks di Pulau Jawa. Sementara, Sumatera memiliki
struktur ekonomi yang lebih agraris dengan struktur wilayah yang masih
mengalami masa adaptasi tahap perubahan ke sektor industri dan jasa. Pulau
Sumatera memiliki tekanan sosial ekonomi lebih rendah jika dibandingkan dengan
Pulau Jawa. Penelitian ini ingin mengetahui apakah kondisi sosial ekonomi yang
berbeda tersebut dapat memiliki pengaruh yang signifikan dan sama terhadap
kriminalitas properti. Kemudian, apabila signifikan di kedua wilayah, apakah
pengaruhnya akan lebih sensitif di wilayah dengan permasalahan sosial ekonomi

yang lebih tinggi atau justru menghasilkan dampak yang sebaliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perbandingan pengaruh
faktor sosial ekonomi yaitu ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran,
kepadatan penduduk, migrasi masuk antarprovinsi terhadap kasus kejadian
kriminalitas properti serta mengetahui apakah migrasi masuk antarptovinsi
memoderasi pengatuh tingkat pengangguran terhadap kasus kejadian kriminalitas
properti di Pulau Jawa dan Sumatera. Penelitian ini berjudul “Analisis Komparatif
Struktur Sosial Ekonomi Terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau
Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2024,” menggunakan data panel provinsi Pulau
Jawa dan Sumatera selama periode 2015-2024 guna memperoleh gambaran empiris
mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kasus kejadian kriminalitas

properti dan membandingkan hasilnya di antara kedua wilayah tersebut.

Pemilihan tahun 2015 sebagai periode awal penelitian didasarkan pada konsistensi

data yang digunakan dalam analisis. Sejak tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS)
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melakukan perubahan dalam cakupan pengukuran kriminalitas pada Susenas Kor
dengan memperluas klasifikasi jenis kejahatan menjadi lebih rinci, sehingga data
yang dihasilkan menjadi lebih representatif. Pemilihan tahun 2015-2024 juga
didasarkan pada 2 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 yang tidak hanya menekankan pembangunan
inklusif dan pemerataan ekonomi, tetapi juga peningkatan stabilitas keamanan dan
ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Selain itu, rentang waktu tersbut
menangkap perubahan struktural yang signifikan dalam perekonomian, termasuk
periode pra, masa dan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi sosial
ekonomi di berbagai daerah. Dengan demikian, rentang waktu 2015-2024 dipilih
untuk mencerminkan satu dekade kondisi sosial ekonomi dan kebijakan

pembangunan yang signifikan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memahami faktor-faktor yang mendorong
terjadinya kriminalitas properti di dua pulau dengan kasus kriminalitas properti
tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera.
Penelitian di Indonesia sebelumnya lebih banyak menggunakan kriminalitas
agregat bukan kriminalitas properti yang berfokus pada jenis kasus kriminalitas
yang tinggi dan berasal dari motif ekonomi. Selain itu, sebagian besar penelitian
menganalisis di tingkat nasional atau wilayah tertentu tanpa mempertimbangkan
perbedaan antarwilayah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah
tersebut melalui analisis komparatif antara Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun
variabel migrasi serta pengaruh migrasi dalam memoderasi pengangguran dapat
menjadi temuan menarik karena variabel tersebut relatif masih jarang digunakan
dalam studi kriminalitas di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi empiris dalam penyusunan kebijakan pembangunan
terutama dalam upaya pencegahan kriminalitas melalui perbaikan kondisi sosial

ekonomi masyarakat.
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1.2. Rumusan Masalah

Dari fenomena di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.

Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?

Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian
Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?

Bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Jumlah Kasus Kejadian
Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?

Bagaimana pengaruh Migrasi Masuk Antarprovinsi terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?

Bagaimana Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat
Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau
Jawa dan Sumatera?

Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran,
Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi dan efek moderasi Migrasi
Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah

Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.

Mengetahui bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
Mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
Mengetahui bagaimana pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

Mengetahui bagaimana pengaruh Migrasi Masuk Antarprovinsi terhadap
Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
Mengetahui bagaimana Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh
Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti

di Pulau Jawa dan Sumatera.
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6. Mengetahui bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat

Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi, dan efek
moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran
terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan

Sumatera.

1.4. Manfaat Penulisan

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ilmu ekonomi
dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor
sosial ekonomi yang dapat memengaruhi kasus kejadian kriminalitas properti.
Selain itu, analisis komparatif antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera
memberikan nilai teoritis tambahan dengan menunjukkan apakah perbedaan
karakteristik wilayah dan struktur ekonomi dapat menghasilkan variasi

pengaruh yang signifikan.

2. Manfaat Praktis

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan dan
Tenaga Kerja serta aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan
pengendalian kriminalitas berbasis bukti empiris. Pendekatan ini diharapkan
dapat menunjukkan bagaimana kondisi sosial ekonomi dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam penurunan angka kriminalitas.

. Data dan hasil analisis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi,

peneliti dan mahasiswa sebagai referensi ilmiah dalam studi-studi yang berkaitan
dengan tindak kriminalitas properti di Indonesia maupun di wilayah lainnya.
Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan model analisis
baru atau studi komparatif antarwilayah, baik di tingkat nasional maupun

internasional.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Ekonomi Kriminalitas

Teori ekonomi kriminalitas diperkenalkan oleh Becker (1968) melalui tulisannya
yang berjudul Crime and Punishment: An Economic Approach. Becker memandang
bahwa perilaku kriminal dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi
yang sama dengan perilaku ekonomi lainnya, yakni bahwa individu bertindak
secara rasional untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan hidupnya. Dengan
demikian, keputusan seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas bukan semata-
mata dipengaruhi oleh faktor moral, sosial, atau psikologis, melainkan merupakan
hasil dari pertimbangan rasional terhadap manfaat (benefit) dan biaya (cost) yang

akan diterima dari tindakan tersebut.

Menurut Becker, setiap individu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melakukan
kegiatan legal atau kegiatan ilegal. Keputusan untuk melakukan kriminalitas akan
diambil apabila manfaat yang diharapkan dari melakukan kriminalitas (kegiatan
ilegal) lebih besar dibandingkan manfaat dari kegiatan legal setelah
memperhitungkan risiko tertangkap dan sanksi yang diterima. Becker merumuskan
keputusan tersebut dalam bentuk expected utility, di mana individu akan
memutuskan untuk melakukan kriminalitas apabila nilai expected utility dari
kriminalitas lebih besar daripada expected utility dari pekerjaan legal (Hjalmarsson

et al., 2024).

Artinya, seseorang akan terdorong melakukan kriminalitas apabila potensi
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal (misalnya pencurian atau
perampokan) setelah dikurangi risiko tertangkap dan sanksi hukum, masih lebih

besar daripada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan legal. Sebaliknya, apabila
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pendapatan legal meningkat atau risiko hukuman lebih besar, maka expected utility
dari kriminalitas menurun dan individu akan memilih aktivitas ekonomi yang sah.
Model Becker menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat berubah sesuai dengan
kondisi sosial ekonomi di masyarakat dimana semakin tinggi pengangguran dan
keterbatasan mendapatakan pendapatan secara legal, maka opportunity cost
melakukan kriminalitas menjadi kecil, sehingga insentif untuk bertindak kriminal

meningkat (Hjalmarsson et al., 2024).

2.1.2. Teori Ketegangan / Strain

Teori Strain pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Merton (1938) untuk
menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan tekanan yang memunculkan
perilaku menyimpang atau kriminalitas dalam masyarakat. Merton berpendapat
bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan budaya (cultural goals) yang diinginkan
seperti keberhasilan ekonomi, kesejahteraan, dan status sosial. Namun, tidak semua
masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sarana legal untuk mencapai tujuan
tersebut. Ketimpangan inilah yang menciptakan tekanan. Akibatnya, sebagian
individu yang mengalami keterbatasan akan beradaptasi terhadap tekanan tersebut
dengan cara yang menyimpang, termasuk melakukan tindak kriminal untuk

mencapai tujuan ekonomi yang diidealkan oleh masyarakat.

Selanjutnya, teori Strain berkembang menjadi teori deprivasi relatif (Relative
Deprivation Theory) yang dikemukakan oleh Runciman (1966). Teori ini
memperluas gagasan Merton dengan menambahkan dimensi psikologis dan
perbandingan sosial. Menurut Runciman, individu tidak hanya merasa tertekan
karena kemiskinan absolut, tetapi juga karena mereka membandingkan diri dengan
kelompok lain yang lebih sejahtera. Ketika seseorang menyadari adanya
kesenjangan antara posisinya dan kelompok yang lebih kaya, muncul rasa
ketidakpuasan, iri, dan frustrasi yang dapat mendorong perilaku kriminal

(Itskovich, 2025).

Para peneliti ekonomi khususnya yang membahas tentang kriminalitas mengadopsi

gagasan Merton dan Runciman untuk menjelaskan bahwa kriminalitas juga



20

merupakan hasil dari ketimpangan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi
di masyarakat. Dalam bidang ekonomi, kondisi ini terjadi ketika ketimpangan
pendapatan meningkat, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan dan ketegangan
sosial yang memperbesar kemungkinan seseorang melakukan kriminalitas untuk
mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, teori Strain memberikan
kerangka yang komplementer terhadap teori ekonomi kriminalitas dengan
menyoroti peran ketidakmerataan, menciptakan tekanan yang berujung pada

meningkatnya kriminalitas (Septriani, 2024; Rahmah et al., 2024).

2.1.3. Teori Kependudukan Malthus

Robert Malthus (1798) dalam An Essay on the Principle of Population berpendapat
bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan
ketersediaan pangan dan sumber daya. Menurutnya, penduduk tumbuh secara
geometris (2, 4, 8, 16, ...), sementara produksi pangan hanya tumbuh secara
aritmetis (2, 4, 6, 8, ...). Ketidakseimbangan ini, apabila tidak dikendalikan, akan
menimbulkan tekanan pada sumber daya, memicu kelangkaan, penurunan kualitas
hidup, hingga kelaparan, wabah penyakit, dan konflik sosial. Pandangan ini
menekankan sisi pesimistis bahwa penduduk yang terlalu banyak justru menjadi

beban.

Dalam penelitian ini, pandangan Malthus digunakan untuk menjelaskan bagaimana
peningkatan kepadatan penduduk berpotensi memicu konflik sosial yaitu
meningkatnya kriminalitas properti akibat tekanan terhadap sumber daya ekonomi
dan sosial yang menjadi semakin besar. Kondisi ini dapat menimbulkan persaingan
tinggi dalam memperoleh kebutuhan dasar. Akibatnya, sebagian individu yang
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui cara legal dapat terdorong
untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kriminalitas terhadap properti,

sebagai alternatif untuk bertahan hidup (Wulan Dari & Asnidar, 2022).

Dengan demikian, teori Malthus memberikan teoritis bahwa kepadatan penduduk
yang tinggi yang tidak diimbangi dengan kebijakan dan layanan dasar yang relevan

dapat menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang menjadi faktor pendorong
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timbulnya kriminalitas (Sabiq & Nurwati, 2021). Teori ini relevan untuk memahami
bagaimana tekanan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan
ketersediaan sumber daya dapat berkontribusi terhadap variasi kejadian

kriminalitas properti antarwilayah.

2.1.4. Teori Migrasi Harris-Todaro

Teori Migrasi Harris-Todaro yang dikemukakan oleh John R. Harris dan Michael P.
Todaro menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi pada
dasarnya merupakan hasil pertimbangan ekonomi yang rasional. Menurut teori ini,
individu akan membandingkan manfaat ekonomi yang diharapkan di daerah tujuan
dengan manfaat yang dapat diperoleh di daerah asal. Keputusan untuk berpindah
tidak hanya ditentukan oleh perbedaan tingkat pendapatan yang berlaku saat ini,
tetapi juga oleh peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan di masa
mendatang. Oleh karena itu, seseorang akan memilih bermigrasi apabila
pendapatan yang diharapkan di daerah tujuan lebih tinggi dibandingkan pendapatan
yang dapat diperoleh di daerah asal (Todaro & Smith, 2020).

Teori Harris-Todaro menjelaskan bahwa penduduk cenderung berpindah menuju
wilayah yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi,
kesempatan kerja yang lebih luas, upah yang lebih baik, serta akses yang lebih
memadai terhadap fasilitas dan layanan publik. Daya tarik tersebut menciptakan
ekspektasi bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi akan meningkat
setelah melakukan migrasi. Bahkan ketika terdapat persaingan yang tinggi dalam
memperoleh pekerjaan di daerah tujuan, arus migrasi tetap dapat berlangsung
selama peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar masih dianggap

menguntungkan dibandingkan kondisi di daerah asal (Nagashima, 2018).

Para migran tidak terlalu mempermasalahkan tingginya tingkat pengangguran di
daerah tujuan karena keputusan migrasi didasarkan pada pendapatan yang
diharapkan, bukan pada kepastian memperoleh pekerjaan. Selama peluang
memperoleh pendapatan di daerah tujuan masih lebih besar dibandingkan

pendapatan yang dapat diperoleh di daerah asal, individu tetap memiliki insentif
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untuk bermigrasi. Dengan demikian, migrasi dipengaruhi oleh harapan akan

kondisi ekonomi yang lebih baik di masa depan (Lee, 2008).

Selain itu, migran umumnya memandang pengangguran sebagai kondisi sementara
yang harus dihadapi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar di
kemudian hari. Mereka bersedia menanggung risiko belum mendapatkan pekerjaan
karena meyakini bahwa daerah tujuan menawarkan peluang kerja, upah, dan
prospek kesejahteraan yang lebih baik. Oleh sebab itu, menurut Harris-Todaro, arus
migrasi dapat terus berlangsung meskipun tingkat pengangguran di daerah tujuan

relatif tinggi (Lee, 2008).

Teori Harris-Todaro digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan
hubungan antara migrasi dan kriminalitas properti melalui mekanisme pasar tenaga
kerja dan ekspektasi ekonomi individu. Migrasi terjadi karena adanya harapan
memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik di wilayah tujuan.
Ketika harapan tersebut terealisasi, migran dapat berpartisipasi dalam kegiatan
ekonomi produktif dan memperoleh sumber pendapatan yang legal sehingga dapat
mengurangi tekanan ekonomi yang sering dikaitkan dengan tindakan kriminalitas
properti. Namun, tidak semua migran berhasil segera memperoleh pekerjaan
setelah berpindah, sehingga sebagian di antaranya justru menghadapi tekanan

ekonomi yang pada akhirnya berpotensi mendorong tindakan kriminalitas properti.

2.1.5. Kriminalitas dan Kriminalitas Properti

Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang melanggar hukum
dan norma sosial yang berlaku, serta dapat merugikan individu maupun masyarakat
(Kurniasih dkk., 2024). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dalam publikasi BPS (2024) kriminalitas dibagi ke dalam beberapa klasifikasi yaitu
sebagai berikut.

a. Kriminalitas terhadap nyawa, terdiri dari pembunuhan dan kelalaian yang

mengakibatkan orang mati.
b. Kriminalitas terhadap fisik yang melibatkan luka atau bertujuan menyakiti

orang lain, terdiri dari penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga,
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pengeroyokan, pengancaman, penculikan, kriminalitas perdagangan manusia,
pemerasan, kelalaian yang mengakibatkan orang luka, penghinaan.

c. Kriminalitas terhadap kesusilaan, termasuk pemerkosaan, pencabulan,
kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak.

d. Kriminalitas terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, terdiri
dari pencurian dengan kekerasan.

e. Kriminalitas terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan, terdiri
dari pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor,
pengrusakan/penghancuran barang dan pembakaran dengan sengaja.

f. Kriminalitas terkait narkotika dan obat-obatan, terdiri dari narkotika dan
psikotropika dan menjual atau mengedarkan obat keras/bebas tanpa izin.

g. Kriminalitas terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, termasuk
penipuan/perbuatan curang, penggelapan, korupsi dan penadahan.

h. Kriminalitas terhadap ketertiban umum.

1. Kriminalitas terhadap keamanan publik dan negara, terdiri dari membahayakan
keamanan umum, penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak
serta kecelakaan lalu lintas.

J. Kriminalitas terhadap lingkungan hidup, terdiri dari perusakan hutan,

perikanan, pertambangan, minyak dan gas.

Menurut Shahid et al. (2024) kriminalitas properti adalah jenis kriminalitas yang
berkaitan dengan pengambilan atau perusakan harta benda milik orang lain.
Kriminalitas ini umumnya timbul karena motif sosial ekonomi, yaitu dorongan
untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan materi secara
instan ketika akses terhadap sumber ekonomi yang sah terbatas. Dengan kata lain,
tekanan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sering mendorong
individu untuk melakukan kriminalitas properti sebagai cara cepat mendapatkan

sumber daya finansial (Anozi & Novianda, 2023; Anggrayni, 2022).

Dalam publikasi BPS mengenai statistik kriminal (2025), kriminalitas hak/milik
atau kriminalitas properti terdiri dari dua bagian yaitu dengan kekerasan dan tanpa

kekerasan. Dalam Pasal 479 KUHP 2023, disebutkan bahwa segala bentuk
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kriminalitas yang tujuan utamanya menyerang hak milik atau harta benda tetap
disebut kriminalitas terhadap harta kekayaan. Jadi, menurut hukum Indonesia,
kriminalitas hak milik baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan tetap dianggap
sebagai kriminalitas properti karena objek utamanya adalah harta benda. Sehingga
dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kriminalitas properti adalah segala
bentuk kriminalitas yang tujuan utamanya menyerang kepemilikan atau properti

baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan di suatu
masyarakat tidak merata, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara
kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Dalam
situasi ini, sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya
ekonomi, sementara sebagian besar lainnya hanya memperoleh porsi kecil dari total
pendapatan nasional. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator
penting dalam menilai pemerataan hasil pembangunan ekonomi, karena
mencerminkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata

oleh seluruh lapisan masyarakat (Yuliana Putri & Aminda, 2024).

2.1.6.1. Kurva Lorenz
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Gambar 5. Kurva Lorenz
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Menurut Todaro dan Smith (2020) salah satu metode untuk menganalisis
ketimpangan pendapatan adalah melalui kurva lorenz. Kurva ini menggambarkan
hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dan
persentase pendapatan total yang sebenarnya diterima pada periode tertentu. Dalam
gambar 6, sumbu horizontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian
yang sama yang berhubungan dengan masing-masing kelompok desil. Titik A
memperlihatkan bahwa 10% penduduk dengan pendapatan terendah hanya
memperoleh 1,8% dari total pendapatan, sementara titik B menunjukkan bahwa
20% penduduk terbawah menerima 5% dari total pendapatan, dan seterusnya untuk
kelompok desil berikutnya. Pada titik tengah, 50% penduduk menguasai 19,8% dari
pendapatan total. Semakin besar ketimpangan yang terjadi, semakin melengkung

kurva Lorenz tersebut ke arah bawah sumbu horizontal.
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Sumber: Todaro & Smith 2020.
Gambar 6. Tingkat Ketimpangan Relatif Kurva Lorenz

Semakin jauh kurva Lorenz menyimpang dari garis diagonal, semakin tinggi
tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Dalam kondisi ekstrem, ketimpangan
yang sempurna digambarkan oleh kurva Lorenz yang menempel pada bagian bawah
sumbu horizontal dan sisi kanan sumbu vertikal. Gambar 7 memperlihatkan dua
bentuk distribusi pendapatan: gambar (a) menggambarkan distribusi yang relatif
merata, sedangkan kurva (b) menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih

timpang (Todaro & Smith, 2020).
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2.1.6.2. Rasio Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat

Todaro & Smith (2020), ukuran selanjutnya untuk mengukur ketimpangan
pendapatan adalah dengan menghitung rasio atau koefisien gini. Rasio gini adalah
ukuran ketimpanan agregat yang berkisar antara 0 (kemerataan sempurna) hingga
1 (ketimpangan sempurna). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Corrado
Gini, seorang ahli statistik asal Italia pada tahun 1912, melalui karyanya yang
berjudul Variabilita e Mutabilia. Sejak saat itu, Rasio Gini menjadi salah satu alat
ukur yang banyak digunakan untuk menilai seberapa merata hasil pembangunan

ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
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Gambar 7. Empat Kemungkinan Kurva Lorenz

Rasio Gini diperoleh dari interpretasi Kurva Lorenz. Negara dengan tingkat
ketimpangan pendapatan yang tinggi umumnya memiliki koefisien Gini antara 0,50
hingga 0,70, sedangkan negara dengan ketimpangan pendapatan yang lebih merata
memiliki nilai Rasio Gini berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Berdasarkan Gambar 8
yang menunjukkan “Kriteria Lorenz” dalam distribusi pendapatan, jika suatu kurva
Lorenz terletak di atas kurva lainnya, maka perekonomian yang berada di posisi
lebih atas mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dalam ilustrasi

tersebut, perekonomian A memiliki tingkat pemerataan yang lebih baik
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dibandingkan perekonomian D. Namun, apabila dua kurva Lorenz saling
berpotongan seperti pada kurva B dan C, hal ini menandakan perlunya analisis
tambahan, misalnya untuk memahami masalah kemiskinan yang mungkin terjadi

(Todaro & Smith, 2020).

2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting
dalam analisis pasar tenaga kerja yang menggambarkan proporsi jumlah angkatan
kerja yang belum memperoleh pekerjaan, meskipun secara aktif siap untuk bekerja.
Menurut Case et al. (2021), tingkat pengangguran adalah jumlah orang yang
menganggur yang merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja. Agar disebut
menganggur, orang tersebut harus tidak memiliki pekerjaan dan terus menerus
secara aktif mencari kerja. Dalam Case et al, (2021) disebutkan bahwa tingkat
pengangguran tidak akan pernah mencapai nol meskipun perekonomian mencapai
atau mendekati kapasitas penuh. Tingkat digunakan untuk menilai sejauh mana
perekonomian mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia dan menjadi ukuran

efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia di suatu wilayah.

Jumlah Pengangguran

TPT x100%

- Jumlah Angkatan Kerja

Pengangguran terbuka biasanya muncul ketika pertumbuhan kesempatan kerja
tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, terutama di negara
berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi permasalahan struktural
dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan lapangan
pekerjaan, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri
(mismatch), atau perlambatan aktivitas ekonomi yang mengurangi permintaan

tenaga kerja (Al Farrell & Atmanti Hastarini Dwi, 2023).

2.1.7.1. Jenis-Jenis Pengangguran
Case et al., (2021), membagi jenis-jenis pengangguran sebagai berikut.

1. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)
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Pengangguran friksional terjadi karena adanya jeda waktu antara seseorang
meninggalkan pekerjaan lama dan menemukan pekerjaan baru. Para pekerja
memiliki kemampuan dan preferensi yang berbeda. Sementara, arus informasi dan
lowongan kerja tidak sempurna dan mobilitas geografis pekerja tidak instan. Para
ekonom menyebutkan bahwa pengangguran friksional akan terus terjadi karena
adanya perubahan komposisi permintaan antarindustri atau wilayah yang

memerlukan waktu bagi para pekerja untuk beralih pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)

Jenis pengangguran ini timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara keterampilan
tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja yang berubah akibat perkembangan
teknologi atau perubahan struktur ekonomi. Misalnya, pekerja di sektor pertanian
yang kehilangan pekerjaan karena mekanisasi atau otomatisasi, namun belum
memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor industri atau jasa. Pengangguran
struktural cenderung bersifat jangka panjang dan membutuhkan intervensi
kebijakan berupa pelatihan kerja, pendidikan vokasional, serta penyesuaian

kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Pengangguran Siklikal (Cyclical Unemployment)

Pengangguran siklikal berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi secara makro,
terutama saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. Pada masa penurunan
ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga perusahaan
mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya,
ketika ekonomi pulih, permintaan tenaga kerja kembali meningkat. Oleh karena itu,
pengangguran siklikal erat kaitannya dengan siklus bisnis dan kebijakan fiskal

maupun moneter yang diterapkan pemerintah.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

Pengangguran musiman terjadi karena fluktuasi permintaan tenaga kerja yang
bergantung pada waktu atau musim tertentu. Contohnya, pengangguran di sektor
pertanian pada saat di luar masa tanam atau panen, serta di sektor pariwisata pada

musim sepi pengunjung. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara, namun
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dapat berdampak signifikan di wilayah yang ekonomi lokalnya sangat bergantung

pada sektor musiman.

2.1.8. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografis yang
menggambarkan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah per satuan luas
tertentu, dihitung dalam satuan jiwa per kilometer persegi (Jiwa/Km?). Menurut
BPS (2024), kepadatan penduduk didefinisikan sebagai rasio antara jumlah
penduduk dengan luas wilayah tempat tinggalnya. Indikator ini mencerminkan
tingkat persebaran penduduk dan tekanan penduduk terhadap ketersediaan sumber

daya di suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas. Di
satu sisi, kepadatan penduduk yang tinggi dapat menjadi sumber potensi
pembangunan dengan meningkatnya tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang dapat
mendorong produktivitas wilayah. Namun di sisi lain, kepadatan penduduk yang
berlebihan dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur,
dan persaingan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketidakseimbangan antara jumlah
penduduk dan daya dukung wilayah dapat memunculkan berbagai permasalahan

sosial dan ekonomi termasuk kriminalitas (Wulan Dari & Asnidar, 2022).

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografis yang
menggambarkan banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu
dibandingkan dengan luas wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk tidak
berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, yang
mencerminkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan
penduduk pada dasarnya ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran
(fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Ketiga faktor ini menjadi komponen
dasar dalam dinamika demografi yang secara tidak langsung memengaruhi tingkat

kepadatan suatu wilayah (Rochayati, 2025).
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Faktor kelahiran meningkatkan jumlah penduduk secara alami, sementara kematian
menguranginya. Apabila angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan angka
kematian, maka jumlah penduduk akan bertambah dengan cepat, sehingga
meningkatkan tingkat kepadatan, terutama di wilayah dengan luas terbatas.
Sementara itu, migrasi berperan penting dalam mengubah distribusi penduduk
antarwilayah. Arus migrasi masuk ke daerah yang memiliki peluang ekonomi dan
fasilitas publik yang lebih baik akan meningkatkan kepadatan penduduk di wilayah
tersebut. Sebaliknya, migrasi keluar dapat menurunkan tingkat kepadatan penduduk

di daerah asalnya (Tambunan et al., 2024).

2.1.9. Migrasi Masuk Antarprovinsi

Dalam statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja BPS (2024) dijelaskan bahwa
migrasi adalah seseorang yang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat
lainnya. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk melintasi batas
administratif dalam wilayah negara Indonesia dengan perubahan tempat tinggal
biasa. Seseorang dikategorikan sebagai migran internal apabila tempat tinggal pada
saat pendataan berbeda dari tempat tinggal sebelumnya atau tempat lahirnya

menurut batas admintratif.

Kemudian, migrasi juga terbagi dalam beberapa jenis, migrasi seumur hidup adalah
istilah untuk penduduk yang tempat tinggal pada saat dilakukan survei berbeda
dengan wilayah tempat lahirnya. Kemudian, migrasi risen adalah istilah untuk
penduduk yang tempat tinggal pada saat survei berbeda dengan tempat tinggalnya
lima tahun lalu. Selain itu, terdapat istilah migrasi masuk dan migrasi keluar,
dimana migrasi masuk adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah masuk
menuju wilayah tempat tinggal saat ini, sedangkan migrasi keluar adalah

perpindahan penduduk dari wilayah saat ini menuju wilayah lainnya.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah migrasi masuk internal
antarprovinsi, yaitu penduduk yang melakukan pindah masuk ke dalam suatu
provinsi dalam tahun tersebut. Data ini merupakan data perpindahan penduduk

antarprovinsi di dalam negeri sehingga tidak memperhitungkan penduduk masuk
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dari luar negeri. Pemilihan migrasi masuk ke suatu provinsi dalam penelitian ini
dikarenakan migrasi masuk antarprovinsi lebih mampu merefleksikan perubahan
komposisi penduduk yang terjadi pada periode yang sama dengan data kriminalitas
yang dianalisis. Migran masuk dipilih karena penelitian ini berfokus pada kondisi
wilayah tujuan dan untuk melihat bagaimana mobilitas dan masuknya penduduk ke

suatu wilayah dapat memengaruhi kondisi di wilayah tujuan.

Mariani & Mercier (2021) menyatakan bahwa imigran tidak selalu meningkatkan
kriminalitas dibandingkan penduduk asli. Bahkan, dalam kondisi tertentu,
kriminalitas imigran dapat lebih rendah. Migrasi dipengaruhi oleh proses self-
selection, di mana individu yang memilih bermigrasi adalah mereka yang telah
mempertimbangkan peluang ekonomi dan risiko. Selain itu, kebijakan dan risiko
migrasi yang tinggi dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan.
Ketika biaya migrasi meningkat, hanya individu yang memperkirakan akan

memperoleh keuntungan besar yang memutuskan bermigrasi.

Adapun Han & Piquero (2022) menyatakan konsentrasi imigran yang lebih tinggi
dianggap menurunkan kriminalitas karena konsentrasi imigran dapat membawa
efek revitalisasi bagi lingkungan, yaitu memunculkan lebih banyak dukungan
sosial, jaringan antartetangga, aktivitas ekonomi lokal, dan kontrol sosial informal
yang membuat warga lebih mampu menjaga ketertiban bersama. Komunitas
imigran sering membentuk ikatan keluarga, agama, dan budaya yang lebih kuat
sehingga dapat memperkuat rasa saling percaya serta meningkatkan kemampuan
warga untuk saling mengawasi dan menanggapi masalah di lingkungan mereka.
Akibatnya, wilayah dengan konsentrasi imigran yang lebih tinggi cenderung
memiliki kejahatan properti yang lebih rendah, meskipun efek ini tetap bergantung

pada kondisi wilayah tujuan.

Namun, Odabasi (2021) menyatakan bahwa para imigran dapat menghadapi
hambatan bahasa, masalah adaptasi dan diskriminasi. Ketika arus migrasi terjadi
dalam skala besar dan tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, kesempatan kerja,

layanan publik yang memadai dan melemahnya kohesi sosial, maka dapat
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menyebabkan sebagian individu menghadapi tekanan sosial dan upah rendah yang
meningkatkan risiko kriminalitas properti. Akibatnya, persaingan kesejahteraan dan
pasar kerja juga akan lebih ketat dan sebagian migran berpotensi memiliki
pendapatan serta kesejahteraan yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini,
terutama bagi individu dengan keterampilan rendah, insentif untuk melakukan

kriminalitas properti dapat meningkat.

Selain itu, migrasi juga berimplikasi pada perubahan struktur sosial dan
ketimpangan ekonomi di wilayah tujuan. Peningkatan populasi dalam waktu relatif
singkat dapat menimbulkan kesenjangan akses terhadap pekerjaan, perumahan,
layanan publik, dan fasilitas sosial. Dalam situasi di mana kohesi sosial melemah
dan tekanan ekonomi meningkat, potensi konflik sosial maupun tindakan kriminal
cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, hubungan antara migrasi dan kriminalitas
juga dicerminkan konsekuensi dari tekanan sosial ekonomi daripada hanya

karakteristik individu yang melakukan migrasi (Odabasi, 2021).

2.1.10. Hubungan Antar-Variabel

a. Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Properti
Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan dengan kasus kejadian
kriminalitas properti karena semakin lebar kesenjangan maka akan semakin
besar pula dorongan bagi individu berpendapatan rendah untuk melakukan
kriminalitas properti. Ketimpangan pendapatan menciptakan rasa ketidakadilan
bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga meningkatkan motivasi untuk
melakukan tindak kriminal seperti pencurian atau perampokan demi memenuhi
kebutuhan hidup dan kesetaraan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan dapat
menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kriminalitas properti di suatu

wilayah (Ozlem, 2022).

b. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kriminalitas Properti
Tingkat pengangguran memiliki hubungan dengan kriminalitas properti karena
ketika seseorang kehilangan sumber pendapatan, ia akan menimbang antara

manfaat dari melakukan kriminalitas dan risiko hukuman yang mungkin



33

diterima. Dalam kondisi sulit, pengangguran menciptakan tekanan ekonomi, rasa
frustrasi, serta hilangnya rasa tujuan hidup, dorongan ekonomi untuk
memperoleh keuntungan melalui cara ilegal dapat meningkat jika peluang
mendapatkan penghasilan secara sah terbatas. Dengan demikian, semakin tinggi
tingkat pengangguran, semakin besar kecenderungan individu untuk melakukan
tindak kriminal terhadap properti karena adanya desakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan pertimbangan rasional terhadap manfaat dan risiko dari

tindakan tersebut (Septriani, 2024).

. Hubungan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas Properti

Kepadatan penduduk berhubungan positif dengan kriminalitas properti karena
wilayah dengan jumlah penduduk yang padat cenderung menghadapi tekanan
sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Kepadatan yang berlebih dapat memicu
persaingan ketat dalam memperoleh sumber daya, perumahan, dan pendapatan,
yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kriminalitas terhadap harta
benda. Selain itu, lingkungan yang padat sering kali menyulitkan pengawasan
sosial dan penegakan hukum, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi

pelaku kriminalitas untuk bertindak (Ahmad et al., 2024).

. Hubungan Migrasi Masuk Antarprovinsi Terhadap Kriminalitas Properti

Migrasi masuk memiliki hubungan dua arah terhadap kasus kejadian
kriminalitas properti. Migrasi dapat menurunkan kriminalitas karena imigran
memunculkan lebih banyak dukungan sosial, jaringan antartetangga, aktivitas
ekonomi lokal, dan kontrol sosial informal. Selain itu, ketika individu yang
berpindah memiliki motivasi ekonomi untuk bekerja secara legal dan terserap
dalam pasar kerja secara produktif, maka migrasi justru dapat meningkatkan
pertumbuhan dan mengurangi kriminalitas. Namun, migrasi juga dapat
meningkatkan kriminalitas apabila imigran tidak dapat menyesuaikan diri di
tempat baru, terjebak dalam ketegangan, layanan publik yang kurang memadai,
kurangnya kesempatan kerja, dan melemahnya kohesi sosial (Han & Piquero,

2022; Mariani & Mercier, 2021; Odabasi, 2021; Shahid et al., 2024).
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Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kriminalitas Properti yang
Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi

Migrasi masuk antarprovinsi diduga dapat memoderasi pengaruh tingkat
pengangguran terhadap kriminalitas properti. Arus migrasi masuk dapat
memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja, tingkat persaingan serta perubahan
aktivitas ekonomi di wilayah tujuan. Selain itu, migran dan penduduk lokal
sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyikapi pengangguran.
Migran berpindah dengan harapan memperoleh peluang kerja dan pendapatan
yang lebih baik di masa depan dan dapat menganggap pengangguran adalah
risiko yang harus dihadapi sementara. Oleh karena itu, migrasi masuk
antarprovinsi diduga memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat
pengangguran terhadap kriminalitas properti sehingga perlu dianalisis sebagai

variabel moderasi dalam penelitian ini.

2.2. Tinjauan Empiris

Tabel 4. Tinjauan Empiris

No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil

1. Ozlem Dunder Economic Variabel: Pengangguran,
(2022) Causes Theft inflasi dan

in 25 OECD Independen: Tingkat ketimpangan
Countries: pengangguran, pendapatan
Dynamic ketimpangan berpengaruh
Panel  Data pendapatan, indeks positif signifikan
Analysis harga konsumen, terhadap tingkat
pengeluaran  sosial pencurian. Adapun
negara, jumlah pengeluaran sosial
populasi. dan jumlah
populasi tidak
Dependen: Tingkat memiliki pengaruh
Kriminalitas properti signifikan terhadap
(pencurian). tingkat pencurian
di 25 negara
Alat Analisis: Data OECD.
Panel dengan
Metode GMM.

2. Diska Amalia, Analisis Variabel: Pengangguran dan
Purmini Tingkat ketimpangan
Ridwan (2024) Pendidikan, Independen: Tingkat pendapatan

Pengangguran, pendidikan, tingkat berpengaruh
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No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil
Kemiskinan pengangguran positif  signifikan
dan terbuka, tingkat terhadap
Ketimpangan  kemiskinan, kriminalitas.
Pendapatan ketimpangan Adapun
Terhadap pendapatan. pendidikan
Tingkat berpengaruh
Kriminalitasdi Dependen: Tingkat negatif signifikan
Bengkulu Kriminalitas. terhadap

kriminalitas.

Alat Analisis: Data Sedangkan,

Panel dengan model kemiskinan tidak

terbaik REM. berpengaruh
signifikan di
Bengkulu.

3. Muhammad Socio- Variabel: Jumlah polisi dan
Shahid, Khalil ~ Economic pendidikan negatif
Ahmad, Determinants  Independen: Jumlah signifikan terhadap
Muhammad of  Property polisi, jumlah kriminalitas
Amir Inayat, Crime Across tersangka kriminal properti.
Muhammad the Districts of yang belum Sedangkan, jumlah
Kashif Banti Law tertangkap, tingkat tersangka yang
(2024) Enforcement  kemiskinan, tingkat belum tertangkap,

Agencies  of pendidikan, kemiskinan,
Pakistan kepadatan penduduk, kepadatan
migrasi distrik. penduduk dan
migrasi
Dependen: Kasus berpengaruh
Kriminalitas properti. positif signifikan
terhadap
Alat Analisis: OLS kriminalitas
dengan data Cross- properti di
Section. Pakistan.

4.  Ade Sintia The Effect of Variabel: PDRB
Anggrayni Economic berpengaruh
(2022) Factors on Independen: PDRB, negatif tidak

Property Pengangguran, signifikan,
Crime Rates kemiskinan,  rasio pengangguran
gini, pengeluaran per berpengaruh
kapita. positif tidak
signifikan,
Dependen: Kasus kemiskinan
Kriminalitas properti. berpengaruh

positif signifikan,
rasio gini
berpengaruh
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No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil
Alat Analisis: Data positif signifikan,
panel dengan model pengeluaran  per
terbaik FEM. kapita berpengaruh
positif  signifikan
terhadap
kriminalitas
properti di
Sumatera.

5.  Azizul Ahmad, Demographic  Variabel: Populasi laki-laki,
Tarmiji Dynamics and kepadatan tempat
Masron, Urban Independen:  Total tinggal dan
Asykal Property populasi, populasi kepadatan
Syakinah Crime: A laki-laki, populasi penduduk
Mohd Alj, Linear perempuan, memiliki
Yoshinari Regrission kepadatan  tempat hubungan positif
Kimura, Analysis in tinggal, kepadatan terhadap
Syahrul Nizam  Kuala Lumpur penduduk. kriminalitas
Junaini (2024) and Putrajaya properti.

2015-2020 Dependen: ~ Kasus Sedangkan,
Kriminalitas Properti populasi
perempuan
Alat Analisis: Data memiliki
panel, regresi linear hubungan negatif
berganda. signifikan terhadap
kriminalitas
properti di Kuala
Lumpur dan
Putrajaya.

6.  Christiana The Nexus Variabel: Pengangguran
Urowoli Ebobo  Among yang tinggi
(2022) Unemploymen Independen: Tingkat meningkatkan

t, Proverty and pengangguran dan kemiskinan  dan
Crime krmiskinan kemiskinan
Contemporary memperburuk
Nigeria Dependen: pengangguran.
Kriminalitas Kombinasi
kemiskinan  dan
Alat Analisis: pengangguran
Analisis konten mendorong
untuk melihat peningkatkan
hubungan dua arah kriminalitas dan
dengan data cross- ketidakamanan
section. masyarakat

Nigeria.
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No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil

7.  Ikhsan, Amri Exploration of Variabel: Dalam jangka
(2023) Macroeconom panjang,

ics Effects on Independen: ketimpangan
Criminality in Ketimpangan pendapatan, inflasi
Indonesia pendapatan, dan pengangguran
pendapatan per mempunyai
kapita, inflasi, pengaruh  positif
pengangguran signifikan terhadap
kriminalitas di
Dependen:  Kasus Indonesia,
Kriminalitas. sedangkan
pendapatan
Alat Analisis: perkapita
ARDL. berpengaruh
negatif signifikan.
Dalam jangka
pendek, hanya
ketimpangan
pendapatan  dan
pendapatan per
kapita yang
berpengaruh
signifikan terhadap
kriminalitas di
Indonesia.

8. May Putriana  The Effect of Variabel: IPM,  kepadatan
Marghareta Br. HDI, penduduk dan
Sitanggang, Population Independen:  IPM, kemiskinan
Hutapia (2024) Density, kepadatan penduduk, berpengaruh

Poverty and tingkat kemiskinan, positif signifikan
Income ketimpangan terhadap
Inequality on pendapatan kriminalitas.
Criminality in Sedangkan,
DKI Jakarta Dependen:  Kasus ketimpangan
Province Kriminalitas. pendapatan
memiliki pengaruh
Alat Analisis: Data positif namun tidak
panel dengan model signifikan terhadap
terpilih CEM. kriminalitas di
DKI Jakarta.

0. Septriani The Impact of Variabel: Kemiskinan  dan

(2023) Economics pengangguran
Condition on Independen: Tingkat memiliki
Criminality in kemiskinan dan hubungan positif
Indonesia pengangguran. signifikan terhadap
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No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil
kriminalitas di
Dependen: Tingkat Indonesia.
Kriminalitas.
Alat Analisis: Data
panel dengan model
terpilih REM.
10. Fabian La Property Variabel: Variabel yang
Wima Vallesy, Crime in Java terbukti
Timbang Sirait Island 2022 Independen: Rata- berpengaruh
(2025) based on rata lama sekolah, signifikan di
Demography  angka harapan hidup, seluruh wilayah di
and tingkat Jawa adalah angka
Socioeconomi  pengangguran, harapan hidup dan
cs Aspects tingkat kemiskinan, rasio gini. Variabel
using Spatial ketimpangan rata-rata lama
Analysis pendapatan dan sekolah dan jumlah
Approach jumlah penduduk. pendidikan
berpengaruh di
Dependen: ~ Kasus beberapa provinsi
Kejahatan Properti.  di Jawa.
Alat Analisis:
Geographically
Weighted  Negative
Binomial Regression
(GWNBR).
11.  Suzan Odabasi  The Variabel: Migrasi domestik
Economics of dan tingkat
Crime and Independen: Migrasi pengangguran
Immigration:  domestik,  migrasi berpengaruh
A Panel Data international. positif  signifikan
Analysis terhadap
Kontrol: Tingkat kriminalitas
pengangguran, properti dan
TPAK, pendapatan kekerasan, migrasi
rumah tangga dan internasional dan
pendidikan. TPAK tidak
berpengaruh
Dependen: Tingkat terhadap
Kriminalitas Properti kriminalitas
dan Kriminalitas properti dan
Kekerasan. pembunuhan,

pendapatan rumah
tangga
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No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil

Alat Analisis: Data berpengaruh

panel dengan model negatif terhadap

terpilih FEM. kriminalitas
properti namun
tidak  signifikan
terhadap
kriminalitas
kekerasan,
pendidikan
berpengaruh
negatif signifikan
terhadap
kriminalitas
properti dan
kekerasan.

12.  Sungil Han, Is It Variabel: Variabel — migrasi
Alex R. Dangerous to berhubungan
Piquero Live in Independen: negatif signifikan

Neighborhood Konsentrasi imigran terhadap

s with More (utama); persentase kriminalitas

Immigrants? laki laki usia 16-24 properti dan total

Assesing the tahun. tetapi tidak

Effect of signifikan terhadap

Immigrant Dependen:  Jumlah kriminalitas

Concentration Kasus Kriminalitas pembunuhan,

on Crime Pembunuhan, penduduk usia

Patterns Kriminalitas Properti laki-laki tidak
dan Kriminalitas berpengaruh
Total. signifikan terhadap

semua jenis

Alat Analisis:  kriminalitas.
Regresi Binomial

13.  Javier Ramos, Bad Hombres Variabel: Migrasi tidak
Allison G. or Buena memiliki
Kondrat, Gente  (Bad Independen: hubungan terhadap
Jonathan C. Man or Good Persentasiimigran.  kriminalitas
Reid (2025) People): kekerasan,

Immigration,  Dependen: Tingkat memiliki

Nationality Kriminalitas hubungan negatif

and Crime in Kekerasan, Tingkat terhadap

Texas, 2000 to Kriminalitas Properti kriminalitas

2019 dan Tingkat properti dan
Kriminalitas memiliki
Narkotika. hubungan negatif

terhadap
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No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil

Alat Analisis: Data kriminalitas
panel dengan model narkotika.
terpilih FEM.

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sosial ekonomi yaitu
Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi
Masuk Antarprovinsi, serta efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada
pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di
dua Pulau berbeda yaitu Pulau Jawa dan Sumatera periode tahun 2015-2024.
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait variabel-variabel tersebut
terhadap kriminalitas, namun sebagian besar penelitian di Indonesia hanya
menggunakan kriminalitas agregat yang mungkin saja bukan berasal dari faktor
sosial ekonomi. Penelitian ini ingin mengkaji fokus lebih dalam dengan
menggunakan kriminalitas properti sebagai tindak kriminalitas yang lahir dari
keputusan rasional dan tekanan sosial ekonomi. Penggunaan variabel migrasi
masuk antarprovinsi serta perannya dalam memoderasi pengaruh tingkat
pengangguran menambah nilai teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai
bagaimana mobilitas penduduk dan respons pasar tenaga kerja dapat memengaruhi
kriminalitas properti. Selain itu, penelitian ini juga hadir untuk melihat analisis
komparatif antar dua wilayah dan ingin melihat apakah ada perbedaan pengaruh
jika dua wilayah memiliki perbedaan kondisi struktur sosial dan ekonomi yang
mana sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti
sebelumnya. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini nantinya diharapkan
dapat memberikan kontribusi empiris yang penting untuk merancang strategi

pencegahan kriminalitas properti untuk Pulau Jawa dan Sumatera.

2.3. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pendapatan mencerminkan sejauh mana distribusi kesejahteraan
dalam masyarakat tidak merata. Ketika kesenjangan antara kelompok
berpendapatan tinggi dan rendah semakin lebar, hal ini dapat menimbulkan

ketegangan sosial dan ekonomi yang berujung pada meningkatnya risiko
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kriminalitas, khususnya kriminalitas properti. Selain itu, tingkat pengangguran juga
dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu wilayah. Pengangguran
yang tinggi menandakan banyak individu kehilangan sumber pendapatan dan
kesempatan ekonomi legal yang dapat meningkatkan tekanan dalam masyarakat.
Berdasarkan pendekatan rasional ekonomi, individu yang tidak memiliki pekerjaan
melihat kriminalitas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kemudian, kepadatan penduduk yang tinggi sering kali diiringi dengan
meningkatnya tekanan terhadap sumber daya dan fasilitas publik. Kondisi ini dapat
memicu berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas properti, karena
meningkatnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tingginya
kesempatan melakukan kriminalitas properti di wilayah yang padat. Berdasarkan
pandangan teori kependudukan Malthus, pertumbuhan penduduk yang tidak
diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sumber daya akan menimbulkan

konflik sosial.

Kemudian, masuknya migrasi ke suatu wilayah juga dapat memengaruhi kondisi
sosial ekonomi yang beragam, migrasi dapat menurunkan kriminalitas apabila
imigran memunculkan lebih banyak aktivitas ekonomi, dukungan sosial dan kontrol
sosial yang kuat. Selain itu, ketika individu yang berpindah terserap dalam pasar
kerja secara produktif, maka migrasi justru dapat meningkatkan pertumbuhan dan
mengurangi kriminalitas. Namun, migrasi juga dapat meningkatkan kriminalitas
apabila imigran tidak dapat menyesuaikan diri, tidak terserap pasar kerja, terjebak
dalam ketegangan, layanan publik yang kurang memadai dan melemahnya kohesi
sosial. Kemudian, selain berpengaruh secara langsung terhadap kriminalitas
properti, pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas properti juga diduga
dipengaruhi oleh migrasi masuk antarprovinsi. Daerah yang menerima arus migrasi
tinggi cenderung mengalami dinamika sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan
daerah dengan arus migrasi yang lebih rendah. Pergerakan penduduk antarwilayah
dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja, aktivitas ekonomi, serta interaksi
sosial di wilayah tujuan. Perbedaan kondisi tersebut memungkinkan hubungan
antara tingkat pengangguran dan kriminalitas properti bergantung pada kondisi

migrasi masuk antarprovinsi.



42

Berdasarkan fenomena yang diangkat, teori dan literatur penelitian yang telah
dikemukakan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen, maka dikembangkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.

Permasalahan:

e Kriminalitas mengalami fluktuasi dengan Kriminalitas Properti menjadi
kasus tertinggi yang disebabkan oleh motif sosial ekonomi.

e Tingginya Angka Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

o Perbedaan karakteristik: Pulau Jawa lebih mendominasi industri dan jasa serta
sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi sedangkan Sumatera masih
didominasi sektor agraris meskipun mulai mengalami pergeseran secara
bertahap.

e Masih tingginya permasalahan Sosial Ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera.

e Perbedaan kondisi Sosal Ekonomi: Pulau Jawa dengan ketimpangan
pendapatan, tingkat pengangguran, kepadatan penduduk dan migrasi lebih
tinggi dari Sumatera.

[
Tinjauan Pustaka yang Digunakan:

e Teori Ekonomi Kriminalitas
o Teori Ketegangan / Strain

o Teori Kependudukan Malthus
e Teori Migrasi Harris-Todaro

Ketimpangan Tingkat Kepadatan
Pendapatan Pengangguran Penduduk
X1) (X2) (X3)

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Gambar 8. Kerangka Pemikiran

Migrasi masuk
Antarprovinsi

@)

Kriminalitas Properti (Y)
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2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tinjauan pustaka yang digunakan,

penelitian terdahulu dan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis penelitian yang

diperoleh yaitu sebagai berikut.

1.

Diduga Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-
2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-
2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
Diduga Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-
2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
Diduga Migrasi Masuk Antarprovinsi berpengaruh terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-
2024 dengan pengaruhnya lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.
Diduga Migrasi Masuk Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat
Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti
di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-2024, dengan efek moderasi
yang lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera.

Diduga secara bersama-sama, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat
Pengangguran Terbuka, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi,
serta efek moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat
Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus Kejadian
Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2015-2024.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis
komparatif. Menurut Tude dkk (2022), analisis komparatif adalah analisis untuk
membandingkan dua atau lebih kelompok atau penelitian. Dalam penelitian ini,
analisis komparatif digunakan untuk melihat perbandingan pengaruh pada dua
wilayah. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari 6 Provinsi di
Pulau Jawa dan 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2024. Sumber data

untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Variabel dan Sumber Data

Variabel Simbol Satuan Sumber Data
Jumlah Kasus Kejadian Publikasi Statistik
Kriminalitas Properti JKP Jumlah Kasus Kriminal BPS
Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio 0-1 Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT Persentase Badan Pusat Statistik
Kepadatan Penduduk KP Jiwa/KM? Badan Pusat Statistik
Migrasi Penduduk Masuk . . Jumlah Pl.lk.)hkaSI Statistik
. Migrasi Mobilitas Penduduk dan
Antarprovinsi Penduduk

Tenaga Kerja BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka
Dimoderasi Migrasi Penduduk
Antarprovinsi

TPT* Hasil Perkalian ~ Diolah, Sumber Data Asli
Migrasi  TPT dan Migrasi  dari Badan Pusat Stastitik

Sumber: Diolah Penulis (2025).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Variabel Dependen (Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti)
Kriminalitas properti adalah bentuk kriminalitas yang menyerang hak kepemilikan

atas harta benda (Anggrayni, 2022). Dalam laporan BPS, kriminalitas atas hak milik
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terdiri dari dua kategori yaitu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Dalam KUHP
2023 pasal 479 disebutkan bahwa segala bentuk kriminalitas yang tujuan utamanya
menyerang hak milik atau harta benda tetap disebut kriminalitas terhadap harta
kekayaan. Jadi, menurut hukum Indonesia, kriminalitas hak milik baik dengan
kekerasan atau tanpa kekerasan tetap dianggap sebagai kriminalitas properti karena
objek utamanya adalah harta benda. Data jumlah kasus kejadian kriminalitas
properti didapatkan dari publikasi rutin tahunan Statistik Kriminal tahun 2016-2025
untuk mendapatkan data periode 2015-2024.

3.2.2. Variabel Independen

a. Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan pendapatan diukur melalui rasio gini. Nilai rasio gini berkisar
antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang
memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna
(seluruh pendapatan dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Data rasio gini

dalam penelitian ini diambil dari BPS mencakup tahun 2015-2024.

b. Tingkat Pengangguran
Tingkat Pengangguran menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
yang menunjukkan persentase penduduk yang tidak bekerja namun aktif mencari
pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Data dalam penelitian ini

diperoleh dari BPS dengan satuan persen periode tahun 2015-2024.

c. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk menggambarkan jumlah penduduk yang menempati suatu
daerah dalam setiap satuan luas wilayah, dinyatakan dalam jiwa per kilometer
persegi (jiwa’km?). Nilai ini digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat
tekanan penduduk terhadap sumber daya serta infrastruktur di suatu wilayah.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS dengan periode tahun 2015-2024.
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d. Migrasi Masuk Antarprovinsi
Migrasi dalam penelitian ini menggambarkan mobilitas masyarakat yang
dinyatakan dengan jumlah penduduk yang melakukan pindah masuk ke dalam
provinsi dengan melintasi batas administratif provinsi. Seseorang dikatakan
sebagai migran internal apabila tempat tinggal pada saat pendataan berbeda dari
tempat tinggal sebelumnya atau tempat lahirnya berdasarkan batas administratif.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi statistik mobilitas penduduk

dan tenaga kerja yang diterbitkan BPS.

e. Tingkat Pengangguran yang Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi
Variabel Tingkat Pengangguran yang Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi
merupakan hasil perkalian antara variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dengan variabel Migrasi Masuk Antarprovinsi (Migrasi). Variabel ini bertujuan
untuk mengidentifikasi apakah migrasi masuk antarprovinsi dapat memoderasi
(menguatkan/melemahkan) pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap
kriminalitas properti. Data variabel ini diperoleh dari hasil perkalian data Tingkat
Pengangguran Terbuka dan Migrasi Masuk Antarprovinsi pada masing-masing

provinsi dan tahun pengamatan.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Model Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis statistik deskriptif kuantitatif data

panel dengan metode estimasi regresi menggunakan pendekatan Ordinary Least

Square (OLS). Proses pengolahan data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi

misalnya Eviews 12 sebagai alat analisis. Regresi data panel merupakan metode

yang mengombinasikan data time series dan cross section. Menurut Widarjono

(2018), penggunaan regresi data panel memiliki beberapa keunggulan

dibandingkan data time series atau cross section saja, yaitu:

a. Kombinasi kedua jenis data tersebut menghasilkan jumlah data yang lebih
banyak sehingga meningkatkan derajat kebebasan (degree of freedom).

b. Penggabungan informasi dari data time series dan cross section juga membantu

mengurangi bias akibat penghilangan variabel (omitted variable).
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Dalam penelitian ini akan dilakukan regresi terpisah untuk dua wilayah yaitu Pulau
Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian, hasil dan koefisien regresi akan
dibandingkan untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil antara Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera serta apabila keduanya berpengaruh, apakah pengaruh di Jawa
lebih besar dibandingkan Sumatera atau tidak. Model persamaan dalam penelitian

ini yaitu sebagai berikut.

Model Persamaan 1 (Pulau Jawa):

JKPJawa;; = By + B,Gini; + B,TPT;; + B3KP;; + f.Migrasi;; + Bs(TPT * Migrasi);; €;

Model Persamaan 2 (Pulau Sumatera):

JKPSumatera;, = Bo + B1Giniy + B, TPTy + B3KPyy + BuMigrasiy, + Bs(TPT * Migrasi);s €

Di mana:

JKP = Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti
Gini = Ketimpangan Pendapatan

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

KP = Kepadatan Penduduk

Migrasi = Migrasi Masuk Antarprovinsi

TPT*Migrasi =Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk

Antarprovinsi
L1 P2 B3 P+ B5 = Koefisien Regresi
i = Banyaknya Provinsi
t = Banyaknya Tahun
£ = QGalat Error

Namun, untuk menstabilkan varians, mengurangi pengaruh outlier dan mengurangi
masalah dalam uji asumsi klasik digunakan transformasi ke bentuk logaritma untuk
data yang berbentuk jumlah yaitu JKP dan Migrasi. Penelitian tentang kriminalitas
sebelumnya milik Anggrayni (2022), Asante & Bartha (2022), Ikhsan & Amri
(2023), Coccia et al. (2024) dan Septriani (2024) juga menggunakan model
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transformasi data log linear tersebut. Berikut ini bentuk model persamaan setelah

dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma.

Model Persamaan 1 (Pulau Jawa):

InJKPJaway = By + B1Giniy + BoTPTy + B3KPyy + alnMigrasiy. + BsTPT x InMigrasi);; €;

Model Persamaan 2 (Pulau Sumatera):

InJKPSumatera;; = By + f1Giniy + B2TPTy + P3KPy + fulnMigrasiy, + Bs(TPT * InMigrasi);, ;¢

Di mana:

InJKP = Logaritma Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti

Gini = Ketimpangan Pendapatan

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

KP = Kepadatan Penduduk

InMigrasi = Logaritma Migrasi Masuk Antarprovinsi

TPT*InMigrasi =Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi
Masuk Antarprovinsi

P12 B3 P+ F5 = Koefisien Regresi

1 = Banyaknya Provinsi

t = Banyaknya Tahun

€ = QGalat Error

Pendekatan regresi terpisah untuk analisis komparatif dilakukan agar estimasi
koefisien menjadi lebih stabil dan representatif terhadap karakteristik masing-
masing wilayah. Dalam penelitian sebelumnya, Kurniawan & Ihsan (2021) juga
menggunakan regresi terpisah untuk menganalisis perbedaan pengaruh
infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Luar

Pulau Jawa.

3.4. Teknik Analisis Data
3.4.1. Metode Regresi Data Panel
Dalam data panel, terdapat tiga model estimasi yang harus dipilih untuk digunakan

sehingga model sesuai dengan karakteristik data (Widarjono, 2018).
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A. Metode Common Effect Model (CEM)
Pendekatan dengan metode CEM merupakan teknik paling sederhana untuk
mengestimasi data panel yaitu dengan menggunakan kombinasi dari time series
dan cross section tanpa melihat sisi perbedaan antarwaktu dan antarindividu.

Dalam model ini, data antar waktu dan individu diasumsikan sama.

B. Metode Fixed Effect Model (FEM)
Pendekatan dengan model FEM mengestimasi data panel dengan adanya
asumsi bahwa ada perbedaan intersep dalam data dengan menggunakan
variabel dummy untuk menangkapnya. Dimana variabel dummy memiliki nilai
0 artinya tidak terdapat pengaruh sedangkan nilai 1 artinya variabel memiliki

pengaruh. Model estimasi ini disebut juga dengan Least Squares Dummy

Variabels (LSDV).

C. Metode Random Effect Model (REM)
Pendekatan dengan model REM mengestimasi data panel dengan variabel
gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu
yang disebabkan karena berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom)
yang disebabkan penggunaan variabel pada pendekatan FEM.

3.4.2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Pemilihan metode regresi data panel bertujuan untuk menentukan model estimasi
yang paling sesuai diantara tiga model di atas, sehingga model yang dipilih
diharapkan mampu memberikan estimasi yang paling efisien. Untuk memilih
model yang tepat, dilakukan beberapa uji berikut (Widarjono, 2018).

A. Uji Chow

Uji Chow adalah metode statistik untuk menentukan apakah model regresi data
panel sebaiknya diestimasi menggunakan model CEM atau model FEM. Tujuan
utama dari uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang
signifikan antara intersep pada masing-masing individu dalam data panel.
Berikut hipotesis yang digunakan dalam uji chow.

H,: Probabilitas Cross-section F > a (0,05) maka model terpilih adalah CEM.
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Ha: Probabilitas Cross-section F < a (0,05), maka model terpilih adalah FEM.

B. Uji Hausman

Uji Hausman adalah metode statistik untuk menentukan apakah model regresi
data panel sebaiknya diestimasi menggunakan FEM atau REM. Tujuan utama
dari uji ini adalah untuk melihat apakah perbedaan antara kedua model tersebut
signifikan, khususnya apakah efek individual (cross-section effect) berkorelasi
dengan variabel independen dalam model. Berikut hipotesis yang digunakan
dalam uji Hausman.

H,: Probabilitas Cross-section random > a (0,05), maka model terpilih adalah

REM.
H,: Probabilitas Cross-section random < a (0,05), maka model terpilih adalah

FEM.

C. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah metode statistik yang digunakan untuk

menentukan apakah model regresi data panel sebaiknya diestimasi

menggunakan REM atau CEM. Tujuan utama dari uji LM adalah untuk melihat

apakah adanya perbedaan yang signifikan antara variansi error komponen

individu (cross-section) dengan nol, yang menunjukkan bahwa efek acak

memang relevan dalam model.

Hy: Probabilitas Cross-section Breusch-pagan > a. (0,05), maka model terpilih
CEM.

H,: Probabilitas Cross-section Breusch-pagan < o. (0,05), maka model terpilih
REM.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari model regresi data

panel yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya (Widarjono, 2018).
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A. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model
regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Distribusi normal pada residual
menunjukkan bahwa model regresi telah menghasilkan estimasi yang tidak bias
dan dapat diandalkan. Uji normalitas biasanya dilakukan menggunakan uji
Jarque-Bera (JB) dengan kriteria berikut.
a. Jika probabilitas > dari a (0,05), maka data berdistribusi normal.

b. Jika Probabilitas < dari a (0,05), maka data tidak berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi
tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas
dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil,
memiliki standar error yang besar, serta menurunkan keakuratan interpretasi
model. Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan Uji Variance Inflation
Factor (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Jika VIF < 10 maka model lolos dari masalah multikolinearitas.

b. Jika VIF > 10 maka model terindikasi adanya masalah multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari
residual (error term) dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Jika
terjadi  heteroskedastisitas, artinya varians residual berbeda-beda antar
observasi, sehingga dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak
efisien dan hasil uji statistik menjadi tidak valid. Uji heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan uji Glejser.
a. Jika probabilitas > dari o (0,05), maka tidak terdapat gejala
heteroskedastisitas.
b. Jika probabilitas < dari a (0,05), maka terdapat gejala heteroskedastisitas

dalam model.
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D. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau
korelasi antara residual pada satu periode dengan residual pada periode
sebelumnya dalam model regresi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
galat (residual) bersifat independen antar waktu, sesuai dengan asumsi klasik
regresi. Jika terjadi autokorelasi, maka residual tidak acak dan menunjukkan
adanya pola tertentu, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi bias.
Dalam analisis data panel, uji autokorelasi biasanya dilakukan menggunakan uji
Durbin-Watson (DW) dengan kriteria penilaian sebagai berikut.
DW =2 — Tidak ada autokorelasi.
DW = (0 — Terdapat autokorelasi positif.
DW = 4 — Terdapat autokorelasi negatif.

3.4.4. Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah dugaan atau pernyataan awal
(hipotesis) tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian dapat diterima

atau harus ditolak berdasarkan data yang diperoleh (Widarjono, 2018).

A. Uji Parsial (Uji £)

Uji parsial (uji #) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen
dalam model regresi, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Uji ini
bertujuan untuk menguji apakah koefisien regresi setiap variabel bebas (J3;)
signifikan secara statistik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan
membandingkan nilai ¢ hitung terhadap ¢ tabel dengan ketentuan sebagai
berikut.

a. Jika f-statistik > z-tabel, maka H, ditolak, artinya variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jikat-statistik <#-tabel, maka H, diterima, artinya variabel independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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Untuk hipotesis parsial dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Ketimpangan Pendapatan
Hyq: B = 0, Ketimpangan Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

H,i: 51 > 0, Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

2. Tingkat Pengangguran
Hy,: B, = 0, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
H,,: B, > 0, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. Kepadatan Penduduk
Hy3: f3 = 0, Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Jumlah Kasus
Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

H,3: B3 > 0, Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

4. Migrasi Masuk Antarprovinsi
Hy,: B, = 0, Migrasi Masuk Antarprovinsi tidak berpengaruh terhadap
Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
Hgy: B4 # 0, Migrasi Masuk Antarprovinsi berpengaruh terhadap Jumlah
Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi
Hys: 5 = 0, Migrasi Masuk Antarprovinsi tidak dapat memoderasi
(menguatkan/melemahkan) pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap
Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
Hus:fs # 0, Migrasi Masuk Antarprovinsi dapat memoderasi
(menguatkan/melemahkan) pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap

Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.
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B. Uji Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain,

uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan.

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai probabilitas F'< 0,05, maka H,, ditolak dan H, diterima, yang berarti
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.

b. Sebaliknya, jika nilai probabilitas /"> 0,05, maka H, diterima dan H, ditolak,
yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, hipotesis uji-f adalah sebagai berikut:

Hy:B1= [o=PF3=L,=Ps=0, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat
Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi dan efek
moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran
secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus

Kejadian Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

Hy: 1 # By # B3 # Py # b5 # 0, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat
Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi dan efek
moderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi pada pengaruh Tingkat Pengangguran
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus Kejadian

Kriminalitas Properti di Pulau Jawa dan Sumatera.

3.4.5. Analisis Komparatif

Untuk analisis komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan
koefisien regresi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Apabila keduanya
berpengaruh signifikan, maka dilakukan analisis untuk melihat apakah pengaruh di

Jawa lebih besar daripada di Sumatera dengan analisis sebagai berikut.
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1. Ketimpangan Pendapatan
Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Ketimpangan Pendapatan
memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas
Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh
positif tersebut ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan
untuk mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Sumatera (f;jawa > [31Sumatera). Namun, apabila hasil atau
arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap
wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

2. Tingkat Pengangguran
Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Tingkat Pengangguran
memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas
Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh
positif tersebut ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan
untuk mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Sumatera (f3,jawa > [$sumatera). Namun, apabila hasil atau
arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap
wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

3. Kepadatan Penduduk
Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Kepadatan Penduduk
memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas
Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh
positif tersebut ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan
untuk mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Sumatera (f3jawa > B3sumatera). Namun, apabila hasil atau
arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap
wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

4. Migrasi Masuk Antarprovinsi
Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Migrasi Masuk
Antarprovinsi memiliki pengaruh terhadap Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas
Properti baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Selanjutnya, apabila pengaruh

yang sama ditemukan pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk
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mengetahui benarkah besarnya pengaruh di Pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Sumatera (f4jawa > [f4Sumatera). Namun, apabila hasil atau
arah pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil di setiap
wilayah, tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka Dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi
Analisis komparatif dilakukan untuk melihat apakah Migrasi Masuk
Antarprovinsi memoderasi pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap
Jumlah Kasus Kejadian Kriminalitas Properti baik di Pulau Jawa maupun
Sumatera. Selanjutnya, apabila efek moderasi yang dihasilkan memiliki arah
pengaruh yang sama pada kedua wilayah, maka dilakukan perbandingan untuk
mengetahui apakah besarnya efek moderasi di Pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Sumatera (fsJawa > fSsSumatera). Namun, apabila arah
atau hasil pengaruhnya berbeda, maka interpretasi difokuskan pada hasil

masing-masing wilayah tanpa melakukan perbandingan besaran pengaruh.

3.4.6. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa
besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam
suatu model regresi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai mendekati 1
menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi variabel
dependen secara akurat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa model

kurang efektif dalam menjelaskan variasi tersebut.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa

kesimpulan sebagai berikut.

1.

Ketimpangan Pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap jumlah kasus kejadian kriminalitas properti baik di Pulau Jawa
maupun Pulau Sumatera. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
kebijakan pajak bagi penduduk menengah atas serta keberadaan program
perlindungan sosial bagi penduduk kurang mampu. Dalam beberapa penelitian,
ketimpangan pendapatan lebih berpotensi memicu bentuk kriminalitas lainnya
seperti kekerasan dan konflik sosial dibandingkan kriminalitas properti secara
langsung.

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kasus
kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera selama periode
2015-2024. Meningkatnya pengangguran menyebabkan tekanan ekonomi dan
berkurangnya peluang memperoleh pendapatan secara legal, sehingga dapat
mendorong sebagian individu melakukan kriminalitas properti sebagai
alternatif pemenuhan kebutuhan. Pengaruh tersebut ditemukan lebih kuat di
Pulau Jawa dibandingkan Pulau Sumatera, yang menunjukkan bahwa tekanan
ekonomi akibat pengangguran di Pulau Jawa relatif lebih besar.

Kepadatan Penduduk menunjukkan perbedaaan hasil untuk kedua wilayah. Di
Pulau Sumatera, kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kriminalitas properti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan
penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya,
infrastruktur, dan peluang ekonomi dapat menimbulkan tekanan sosial dan
persaingan yang mendorong terjadinya kriminalitas. Sebaliknya, di Pulau Jawa,

meskipun memiliki kepadatan penduduk tinggi, namun hasilnya tidak
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berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas properti. Hal ini dapat terjadi
karena kemampuan adaptasi yang terjadi, dukungan infrastruktur yang relatif
lebih memadai, serta penguatan kontrol sosial di masyarakat.

. Migrasi Masuk Antarprovinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah
kasus kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera
selama periode 2015-2024. Peningkatan jumlah migran tidak secara otomatis
menyebabkan peningkatan kriminalitas properti karena sebagian besar migran
berpindah dengan tujuan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan
kesejahteraan hidup. Dengan adanya peluang ekonomi dan kesempatan kerja
yang memadai di daerah tujuan, migran cenderung memilih beradaptasi serta
mencapai keberhasilan melalui cara-cara yang legal, sehingga hubungan antara
migrasi dan kriminalitas properti lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan
pasar kerja dibandingkan oleh keberadaan migran itu sendiri.

. Migrasi Masuk Antarprovinsi terbukti memoderasi pengaruh Tingkat
Pengangguran Terbuka terhadap kriminalitas properti di Pulau Jawa dan
Sumatera dengan arah moderasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi migrasi masuk antarprovinsi, maka pengaruh positif Tingkat
Pengangguran terhadap kriminalitas properti cenderung melemah. Hasil ini
mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kriminalitas properti perlu
difokuskan pada penurunan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja
bagi penduduk lokal maupun migran sehingga mobilitas penduduk dapat
memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi tanpa meningkatkan
risiko kriminalitas properti.Secara komparatif, efek moderasi tersebut lebih kuat
terjadi di Pulau Jawa dibandingkan Pulau Sumatera yang menunjukkan bahwa
migrasi masuk di Pulau Jawa.

Secara bersama-sama, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran,
Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk Antarprovinsi, serta Tingkat
Pengangguran yang dimoderasi Migrasi Masuk Antarprovinsi berpengaruh
signifikan terhadap jumlah kasus kejadian kriminalitas properti di Pulau Jawa
dan Sumatera periode 2015-2024. Temuan ini menunjukkan bahwa kriminalitas
properti merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial

ekonomi yang digunakan dalam model penelitian, sehingga kebijakan yang
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berkaitan pengelolaan pendapatan, pengangguran, kependudukan, dan

mobilitas penduduk diperlukan untuk menekan kasus kriminalitas properti.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa saran yang

ditujukan bagi pemerintah, pemangku kebijakan, serta peneliti selanjutnya sebagai

berikut.

1.

Meskipun ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kriminalitas properti, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas distribusi
pendapatan melalui kebijakan yang inklusif. Upaya penguatan program
pemerataan pendapatan, perlindungan sosial, subsidi, serta peningkatan akses
layanan dasar juga tetap harus ditingkatkan. Hal ini untuk mengantisipasi
dampak ketimpangan pendapatan berkembang menjadi bentuk kejahtan baik
dalam hal properti maupun ketegangan sosial lain.

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menekan tingkat
pengangguran. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan kesempatan
kerja, pengembangan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan,
peningkatan kewirausahaan, serta mendorong investasi pada sektor-sektor yang
mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pemerintah perlu mengelola pertumbuhan penduduk melalui pemerataan
pembangunan wilayah, peningkatan infrastruktur, serta penyediaan lapangan
kerja yang memadai khususnya di Pulau Sumatera. Sementara itu, di Pulau
Jawa, praktik pengelolaan kepadatan yang baik perlu terus ditingkatkan,
terutama melalui penguatan sistem keamanan lingkungan, tata ruang yang
terencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah perlu memandang migrasi sebagai potensi pembangunan, bukan
sebagai beban sosial. Kebijakan yang mendukung integrasi migran, seperti
penyediaan akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta kemudahan akses
terhadap layanan publik perlu diperkuat. Selain itu, pemerintah juga perlu
memastikan bahwa wilayah tujuan migrasi memiliki kapasitas ekonomi dan

sosial yang cukup untuk menyerap penduduk baru.
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5. Pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat pemerataan pembangunan
antarwilayah baik Pulau Jawa dan luar Jawa seperti Sumatera. Upaya
pemerataan dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, akses layanan
dasar, serta penciptaan industri ekonomi baru yang lebih merata.

6. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan mobilitas penduduk
antarwilayah diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas
tenaga kerja, serta dukungan integrasi ekonomi bagi penduduk lokal dan
migran. Dengan demikian, arus migrasi dapat memberikan manfaat ekonomi
yang lebih besar tanpa meningkatkan risiko kriminalitas properti.

7. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel lain yang
berpotensi mempengaruhi kriminalitas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga
dapat fokus untuk mencari variabel yang lebih kuat dalam mempengaruhi
kriminalitas properti di Pulau Jawa. Peneliti selanjutnya juga dapat
menambahkan periode penelitian yang lebih panjang atau mempertimbangkan
analisis lain baik berbasis wilayah seperti analisis spasial atau alat analisis

lainnya.
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